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ABSTRAK 

 

Dunia medis semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, 

dukungan dari pemerintah, dan peran tenaga medis itu sendiri dalam memberikan 

pelayanan terbaik dan memuaskan terhadap pasien. Rumah sakit juga harus 

memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang 

bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Kesehatan bahwa: 

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan 

di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan”. 

Tenaga kesehatan diantaranya adalah dokter, dokter gigi, perawat, 

apoteker, dan bidan. Setiap tenaga kesehatan dalam memberikan putusan atas 

suatu tindakan medis harus dilandasi atas kesadaran, tanggung jawab dan moral 

yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing. 
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PENDAHULUAN 

 

 Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan 

nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia 

yang produktif secara sosial dan ekonomi.
1
 

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk 

meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan 

diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Oleh karena itu, tujuan 

hukum kesehatan adalah mengatur hubungan-hubungan di dalam bidang 

pelayanan kesehatan, dimana kesehatan manusia diutamakan. Maka ahli 

hukum harus berupaya membangun kerangka dalam bidang kesehatan, yang 

dapat memberikan keleluasaan gerak bagi penyelenggaraan profesi berfungsi 

secara optimal demi kepentingan pasien. Peraturan yang mengatur mengenai 

kesehatan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan.  

Dunia medis semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, 

dukungan dari pemerintah, dan peran tenaga medis itu sendiri dalam 

memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan terhadap pasien. Rumah sakit 

juga harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di 

rumah sakit yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-

Undang Kesehatan bahwa: “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan 

atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis 

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. 

Tenaga kesehatan diantaranya adalah dokter, dokter gigi, perawat, 

apoteker, dan bidan.
2
 Setiap tenaga kesehatan dalam memberikan putusan atas 

                                                 
1
 Pasal 3 Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2
 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 
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suatu tindakan medis harus dilandasi atas kesadaran, tanggung jawab dan 

moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing. 

Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam 

memberikan obat kepada pasien adalah apoteker. Apoteker adalah seseorang 

yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, baik di 

apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih 

berkaitan dengan bidang kefarmasian. Apoteker juga merupakan tenaga 

kesehatan sarjana. Apoteker merupakan bagian dari tenaga kesehatan sebagai 

tenaga kefarmasian.
3

 Hubungan dokter dengan tenaga kesehatan lainnya 

termasuk apoteker memiliki posisi yang dominan. Pasien pada umumnya 

cenderung bersikap pasif. 

 

RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasrakan latar belakan diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap apoteker yang 

melakukan kelalaian dalam pemberian obat berdasarkan resep dokter ? 

2. Bagaimana akibat hukum yang teijadi pada apoteker yang melakukan 

kelalaian dalam pemberian obat berdasarkan resep dokter ? 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode yang digunakan untuk penelitiaan ini adalah metode normatif. 

Dari fakta-fakta dilapangan akan dicari permasalahan yang muncul. Kemudian 

permasalahan tersebut akan dielaborasikan dengan beberapa sumber hukum 

diantanya perturan perundang-undangan; dogmatika hukum; teori hukum; dan 

doktrin mengenai hukum. Dengan begitu akan ditemukan sebuah solusi yang 

                                                 
3
 http://ilmcmapt.blogspot.co.id/2011/ll/peranan-fungsi-dan-tugas-apoteker-di.html. Diakses pada 

tanggal 4 Januari 2016 pukul 22.34 
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tepat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tindak pidana kealpaan 

pengemudi truk yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. 

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada 

argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan 

bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (Law in the book) 

dengan hukum yang ada dilapangan (Law in the action).
4
 Dengan begitu 

dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas 

mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. 

Selanjutnnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku 

dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis 

dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik 

permasalahan. 

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa 

sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat 

ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. 

Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum 

maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Apoteker Yang 

Melakukan Kelalaian Dalam Pemberian Obat Berdasarkan Resep 

Dokter 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1027/Menkes/SK/IX/2004, Apoteker adalah saijana farmasi yang telah 

lulus pendidikan profesi, dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan 

                                                 
4
 Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, 

Hal. 3 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan 

pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. 

Selain itu apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan 

kewenangan di bidang kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, industri, 

pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang 

kefarmasian.
5
  Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang 

telah diberi Surat Izin Praktek Apotek (SIPA).
6
 

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi, 

memberikan konseling, membantu penderita mencegah dan 

mengendalikan komplikasi yang mungkin timbul, mencegah dan 

mengendalikan efek samping obat, menyesuaikan dosis obat yang harus 

dikonsumsi penderita merupakan tugas profesi kefarmasian. Perlindungan 

hukum terhadap pasien dalam KUHPerdata dan beberapa undang- undang 

yang mengaturnya. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus 

memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, 

mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar 

profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan, kemampuan mengelola 

sumber daya manusia secara efektif, selalu sabar sepanjang karier, dan 

membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk 

meningkatkan pengetahuan. 

  Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat 

menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan 

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang 

melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah 

tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan 

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, 

                                                 
5
 Adnanblogspot//Pengertian Apoteker//. Diakses Tanggal 13 Mei 2015 Pukul 15.00 

6
 Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 
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untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
7
 

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif tujuannya adalah untuk 

mencegah sebelum teijadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang- undangan dengan maksud mencegah 

pelanggaran. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum 

aktif berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran. 

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara pubik maupun privat. 

Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas 

perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang 

bersifat publik, seperti peraturan perundang- undangan domestik, dan 

perjanjian- perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun 

perlindungan hukum secara privat, yaitu dengan berkontrak secara cermat. 

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat 

menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan 

perindungan hukum kepada pihak- pihak yang bersangkutan atau yang 

melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat dan merupakan tujuan dari 

hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dengan 

adanya kepastian hukum. 

 

2. Akibat Hukum Yang Teijadi Pada Apoteker Yang Melakukan 

Kelalaian Dalam Pemberian Obat Berdasarkan Resep Dokter 

                                                 
7
 Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program 

Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 3 
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Standar yang dipersyaratkan ini menjadi tolak ukur untuk menilai 

kelalaian apoteker dalam memberikan obat. Secara umum, standar-standar 

pelayanan Kefarmasian itu antara lain adalah:
8
 

a. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung 

dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian 

informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. 

b. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan tetjadinya 

kesalahan pengobatan {medication error) dalam proses pelayanan dan 

mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat 

(drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial 

(sociopharmaco economy). 

Sedangkan secara khusus, terkait pemberian obat, standar 

pelayanan kefarmasian atau yang khususnya dikenal sebagai pelayanan 

farmasi klinik yang wajib dipatuhi apoteker adalah: 

1. Pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan 

pertimbangan klinis. 

2. Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian 

informasi obat. 

3. Pelayanan Informasi Obat (P 10). 

4. Konseling, 

5. Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care). 

6. Pemantauan Terapi Obat (PTO). 

7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO). 

Dari sejumlah pelayanan farmasi klinik di atas, akan difokuskan 

pada poin kedua soal dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan 

pemberian informasi obat. Inilah hal-hal yang wajib dilakukan apoteker 

tekait dengan penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat: 

                                                 
8
 Hukum Online, Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt55933d04bb967/Jika-Apoteker- 

Lalai-Memberi-Obat-Kepacla-Pasien, Diakses Tanggal 17 Januari 2016. 
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1. Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan 

kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan 

serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan 

resep). 

2. Memanggil nama dan nomor tunggu pasien. 

3. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. 

4. Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat. 

5. Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait 

dengan obat antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang 

harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat 

dan lain-lain. 

6. Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang 

baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya 

tidak stabil. 

7. Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau 

keluarganya. 

8. Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh 

apoteker (apabila diperlukan). 

9. Menyimpan resep pada tempatnya. 

10. Apoteker membuat catatan pengobatan pasien. 

 Terhadap pelayanan resep, sebaiknya ada motto “setiap resep yang 

masuk, keluarnya harus obat” artinya yaitu apabila ada pasien membawa 

resep dokter ke apotek, diusahakan agar pasien itu jadi membeli obatnya di 

apotek tersebut. Jangan sampai hanya menanyakan harganya, lalu pergi ke 

apotek lain. Apabila terpaksa sampai demikian,  harus lah dicatat alas an-

alasannya. Apakah dikarenakan si pasien kurang mampu, kurang uangnya 

atau karena tidak mengerti/tidak dapat membaca resepnya, apakah 

pelayanan kurang ramah, kurang luwes, dan sebagainya. 

Sebagai seorang pengelola, apoteker bertugas mencari tambahan 

langganan baru, membina langganan lama, meningkatkan pelayanan 

dengan pembinaan karyawan, turut membantu mencairkan piutang-piutang 
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lama, mencari sumber pembelian yang lebih murah dengan jangka waktu 

kredit yang lebih lama, dan sebagainya. 

Kecendrungan masyarakat konsumen hanya bersandar kepada 

sejumlah lembaga advokasi konsumen, sesuai dengan pasal 44 UUPK, 

yaitu dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mempunyai kegiatan 

yang meliputi, penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan 

kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam 

mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasehat kepada konsumen 

yang memerlukannya, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya 

mewujudkan perlindunga konsumen, membantu konsumen dalam 

memperjuangkan haknya, dan termasuk menerima keluhan atau 

pengaduan konsumen. 

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha perlu pula untuk 

diketahui dimana telah tertuang dalam Bab IV Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari pasal 8 sampai dengan 

pasal 17. Dalam pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang : 

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 

etiket barang tersebut; 

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang, dan/atau jasa tersebut; 

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 
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dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau jasa 

tersebut; 

7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 

9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; 

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undagan yang berlaku. 

b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau 

bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 

benar atas barang dimaksud. 

c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar. 

d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib 

menariknya dari peredaran. 

Etikad baik pelaku usaha atau produsen dalam hal ini sangat 

wajibkan, tidak semata- mata mencari keuntungan. Pelaku usaha tidak 

boleh memasarkan barang tanpa memberikan informasi yang jelas. 

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang 

dilarang bagi pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan 
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perlindungan  terhadap kesehatan, kenyamanan,keamanan baik bagi diri 

konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga yang dibayarnya 

terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri. Pengawasan dan 

Teknis dalam Perdagangan yang mengikat negara yang 

menandatanganinya, untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah 

atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk 

keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap 

konsumen, dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak 

menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangana 

internasional. 

 

KESIMPULAN 

 

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan 

beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak : 

a. Perlindungan hukum bagi pasien terhadap apoteker yang melakukan 

kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan kefarmasian, baik dalam 

proses peracikan obat maupun dalam pemberian obat sehingga dapat 

menimbulkan kerugian terhadap pasien, telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien selaku korban 

kelalaian apoteker dalam penyelesaian sengketa tersebut, dapat 

ditempuh melalui pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non 

litigasi). 
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